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MOTTO 

 

             

Artinnya  :Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan, Karena sesungguhnya sesudah 

kesulitan ada kemudahan 
 

(Q.S Al-Insyirah ayat5-6) 

 

 

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya, sesudah 

kesulitan pasti ada kebahagiaan. kita sebagai manusia hanya 

perlu bersabar dalam mengahadapi segalanya,  jalani dengan 

ikhlas perbanyak doa dan rasa syukur in syaa allah semua 

indah pada waktu nya. 

 

(penulis) 

_Yupi_ 
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ABSTRAK 

 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel  (Studi Di 

Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma) 

Oleh : Yupi, Nim.1911120057 Pembimbing 1 : Dr.Khairuddin, M.Ag dan  

Pembimbing II : Anita Nifflayani M. H. 

Dalam praktik  ijarah (upah)  usaha mebel, manusia harus melaksanakan ijarah 

(upah)  yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang 

wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Maka dari itu ada dua 

persoalan yang di kaji dalam skripsi ini : (1) bagaimana sistem praktik 

pembayaran ijarah (upah) Usaha Mebel Di Desa Gunung Bantan, (2) bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan ijarah (upah) usaha mebel di Desa 

Gunung bantan. Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan sistem praktik 

pembayaran ijarah (upah) usaha mebel. Penelitian ini termasuk penelitian jenis  

lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa: (1) Sistem praktik pembayaran ijarah usaha mebel di Desa 

Gunung bantan ini dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal bulan, 

dimana dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja mendapatkan 

upah yang  berbeda-beda. Dalam sistem pembayaran upah yang berbeda ini sudah 

terjadi sejak lama, Dimana Perbedaan itu terjadi karena pemilik mebel melihat 

dari kualitas dan kuantitas  kinerja dan  hasil pekerjaan dari masing-masing 

pekerja. (2)Ditinjuan dari Hukum islam terhadap praktik pembayaran ijarah usaha 

mebel di Desa Gunung Bantan sudah sesuai dengan Hukum islam, yaitu dalam 

sistem pembayaran ijarah (upah) para  pekerja/ karyawan mebel dibayarkan jika 

pekerjaan sudah selesai tanpa menunda-nunda pembayaran. Dan mu‟jir 

memberikan upah dengan mempertimbangkan kualitas kinerja dan hasil 

pekerjaannya serta pemanfaatan waktu. 

Kata kunci : ijarah,  Hukum Islam 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang 

digunakan oleh seorang peniliti dalam mengkaji sesutu hal yang menjadi objek 

penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas nash al-Qur„an 

maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 

universal dan relevan pada setiap zaman waktu. Fitrah manusia sebagai subjek 

hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, 

Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur 

secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam 

kehidupan sosial mereka. 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun 

muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, 

karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam 

hadis Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah. Islam adalah 

rahmatan bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) maka hukum islam dapat 

diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya 

terdapat  cakupan yang begitu luas untuk segala zaman dan tempat. Islam 

menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran islam secara 

menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan.  

 



2 

 
 

Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan 

bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan islam.
1
  

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Salah satu bentuk hukum mu‟amalah yang sering terjadi 

adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat 

atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain 

yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam 

rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi 

berupa upah kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan 

istilah Ijarah al-„amal, 

                   

                      

 

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah /9:105) 

 

Upah   merupakan uang  yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 

sebagai pembayar   tenaga yang sudah   dikeluarkan untuk mengerjakan 

sesuatu. Perjanjian kerja    dalam syari‟at  Islam digolongkan kepada perjanjian 

sewa menyewa (al-ijarah),  yaitu  “ijarah a‟yan”, yaitu sewa menyewa tenaga 

manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam  Mu‟jir 

                                                           
1
Abd.Shomat. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. 

Jakarta: Kencana, 2012, h 23 
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adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan 

musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 

yang menyewa sesuatu. Adapun syarat-syarat ijarah yaitu: kedua belah pihak 

baliq dan berakal, saling rela (tidak ada unsur keterpaksaan), manfaatnya jelas, 

objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara lansung dan tidak ada 

cacatnya, objeknyasesuai yang dihalalkan syara‟, upahnya jelas, Tidak 

menyewakan pekerjaan diwajibkan kepadanya. 

Dalam memenuhi kebutuhannya tentu seorang muslim harus 

mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi dalam bermuamalah 

sudah sesuai apa belum dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar muamalah yang 

 telah di syariatkan. Salah satu akad yang sering terjadi di masyarakat adalah 

akad ijarah (upah),Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 

pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena 

melakukan sesuatu aktivitas.
2
  Dalam hal tenaga kerja dan yang dipekerjakan 

dalam perusahaan, mereka adalah karyawan dan majikan.Tidak boleh terjadi 

pertentangan kepentingan majikan dan pekerja, sebab mereka saling membantu 

dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak.Oleh 

sebab itu majikan harus memberi upah yang layak bagi pekerjanya. Dalam 

suatu perjanjian tentang upah diperingatkan harus bersikap  jujur antara satu 

sama lain agar tercapainya suatu keadilan antara kedua belah pihak. 

 

 

                                                           
2
Ahmad Azhar Basyir. Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata. Yogyakarta: Uii, 

2004,  h 34 
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Sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan atas suatu pekerjaan 

antara pemilik usaha dengan karyawan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya 

berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan 

sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat 

antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram. Namun  jika ia membolos bekerja tanpa alasan 

yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka 

sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap 

hak dibarengi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka 

kewajibannya harus dipenuhi.
3
 

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.  Jika 

ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya  pada waktu 

berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 

ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam 

Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. 
4
 

Ijarah (Upah) merupakan masalah yang menarik dan penting bagi 

perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

pekerja. Apabila upah yang diberikan perusahaan sesuai dengan jasa yang 

diberikan maka karyawan akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja. 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010., h 

188 
4
Rozalinda.Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, h l 24 
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Upah merupakan faktor yang penting bagi karyawan, karena bagaimanapun 

juga upah merupakan tempat bergantung bagi kelangsungan hidupkaryawan 

beserta keluarganya. Pada umumnya terlihat adanya gejala-gejala yang 

memberikan imbalan bersifat memuaskan sedangkan situasi dimana terjadi 

hukum atas seorang bersifat tidak memuaskan.
5
 

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas 

pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam 

bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik) Penetapan upah 

bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan pertimbangkan berbagai 

aspek kehidupan,sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam 

menerima upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur‟an juga 

dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. 

Berdasarkan observasi awal adanya masalah dalam sitem upah yang 

menggunakan sistem borongan dengan memberikan upah berdasarkan produksi 

dan tingkat kesulitan dalam pembuatan barang,barang yang dibuat seperti meja 

,kursi, pintu,jendela,dan lemari dimana karywan sama-sama berkerja dengan 

beban kerja dan waktu kerja yang sama namun terdapat perbedaan upah antara 

karyawan, ada karyawan yang diberi upah Rp.500.000 ada juga karyawan  

diberi upah Rp.350.000 padahal pekerjaan yang mereka lakukan sama. 

sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antar karyawan. 

 

                                                           
5
Zulkli Dkk, Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok A 

Padang Panjang Kota Menurut Fiqih Muamalah, Jurnal Integrasi Ilmu Syari„Ah, Volume 1I, 

Nomor 1, Januari-April 2022, h. 34 



6 
 

 

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti 

Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah  Usaha 

Mebel  (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem  Praktik Pembayaran ijarah (upah)  Usaha Mebel di Desa 

Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan ijarah  (upah) Pada 

Usaha Mebel Didesa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Sistem Praktik Pembayaran Ijarah Usaha Mebel di Desa 

Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. 

2. Untuk mengetahui Tinjuan Hukum IslamTerhadap Perbedaan Ijarah Usaha 

Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya 

ilmu pengetahuan  para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademis 

lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat 
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menambah wawasan bagi para pengusaha dalam memberikan kontribusi 

pemikiran serta diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan praktikijarah pada usaha mebel dan dapat bermanfaat 

serta memberikan pemahamandan pengembangan pemikiran mengenai 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktek Ijarah Usaha Mebel Di 

Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sesuaidengan 

syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan mebel. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerngka acuan 

dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan 

masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat  

memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

praktikijarah pada usaha mebel dan dapat bermanfaat serta memberikan 

pemahamandan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum islam 

terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel Di Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma yang sesuaidengan syariat Islam khususnya yang 

berkaitan dengan perusahaan mebel. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan telaah penelitian terdahulu yang relevan antara 

lain : 

1. Rita Nafisha 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo” den gan rumusan masalah 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pengupahan 
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karyawan di toko Amarta Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap penundaan pembayaran upah karyawan di toko Amarta Ponorogo. 

Dengan kesimpulan akad dalam pengupahan di toko Amarta Ponorogo ada 

yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sesuai 

dengan hukum Islam yakni bagi yang bekerja penuh karena syarat dan 

rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum 

Islam bagi salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu syarat objek ijarah 

harus dijelaskan waktu kerjanya. 
6
 

Sedangkan bagi karyawan yang kuliah batas waktu kerja tersebut 

tidak dijelaskan dalam waktu akadnya.Tiap pekerja yang tidak diketahui 

selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktu yang harus 

disebutkan.Karena transaksi ijarah itu harus berupa transaksi yang jelas.Dan 

bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah. 

Penundaan pembayaran upah yang dilakukan dalam sistem pengupahan di 

toko Amarta Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hal 

tersebut sangat dilarang dalam islam dan merupakan suatu kedzaliman yang 

sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Selain itu tidak ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan 

mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan 

dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa 

tersebut atas perilaku atasan tersebut, karyawan, merasa sangat dirugikan 

                                                           
6
 Rita Nafisha 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo”h .54 
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karena merupakan hak karyawan untuk mendapatkan upahnya setelah ia 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang 

Bagaimana sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung 

bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.Bagaiamana 

tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa 

Gunung bantan kecamatan semidang alas maras Kabupaten seluma. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fira Pustaka (2021)Mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam 

Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada 

masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong 

Bengkulu (Studi di KecamatanKota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”. 

Bahwa pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanan Pembayaran 

Upah dengan membayar upah sebelum perkerjaan dilaksanakan berdasarkan 

kesepakataan kedua bela pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat 

kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak 

dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah 

telah sepadan antara Muaj‟ir dan Musta‟ajir dan sesuai dengan perkerjaan 

yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas 

ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam berkerja. 
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Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni sama-sama 

membahas praktik upah dan sama-sama ditinjau dari Hukum Islam.
7
 

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang 

Bagaimana sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung 

bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma. Bagaiamana 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan ijarah pada usaha 

mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten 

seluma. 

3. Sugeng widodo 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

PraktiPengupahan Karyawan di Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo” 

dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

cara pengupahan karyawan di rumah makan mbok Mingkem Ponorogo, 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidak tepatan waktu 

pengupahan karyawan di rumah makan Mbok Mingkem Ponorogo. Dengan 

kesimpulan praktik cara pengupahan karyawan di rumah makan Mbok 

Mingkem Ponorogo sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena 

telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah dalam pengupahan, terpenuhinya 

syarat sah ijarah, keterlambatan pengupahan karyawan di rumah makan 

mbok mingkem Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak 

diperbolehkan, karena merupakan perbuatan yang melanggar terhadap hak-

hak para karyawan untuk mendapatkan upah secara tepat waktu. 

                                                           
7
Fira Pustaka, “Pelaksanan Pembayaran Upah Tinjaun Hukum Islam Terhadap 

Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan 

Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong”(Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri, Bengkulu, 2021), h 56 
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Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang 

Bagaimana sistem pelaksanaan praktik ijarah usaha mebel didesa Gunung 

bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma. Bagaiamana 

tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa 

Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.
8
 

F.Metode Penelitian 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Qualiative 

research) adalah penelitan yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila 

seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka 

yang digunakan dalam m  embangun pengetahuan melalui sebuah 

pemahaman dan penemuan (meaning and discovery) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran 

mengenai pengetahuan dan wawasan ilmu masyarakat terhadap tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap praktek ijarah usaha mebel(Di Gunung 

Bantan  Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma). 

 

                                                           
8
Ahmad Nurul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di 

Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo”.Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2015), h .76 
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2. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

a. Tempat Penelitian: Lokasi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan 

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma 

b. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan selama kurang 5 bulan 

mulai dari juli sampai November 2022. 

3. Subjek/Imforman Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna 

informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila 

keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan 

penelitian ini, peneliti menggunakan Tekhnik Purposive Sampling. 

Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih 

berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan.
9
 

Tabel 1.1 

NO Nama Jenis Kelamin Pekerjaan  

1. Ade Akbar Laki-laki Pemilik Mebel 

2. Ujang Laki-laki Karyawan 

3. Sukirman Laki-laki Karyawan 

4. Dahar Laki-laki Karyawan 

5. Dirham Laki-laki Karyawan 

 Sumber Data: Bapak Ade Akbar Pemilik Mebel 

                                                           
9
Haris Hardiansyah.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika, 2012, 

h .57 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian 

kegiatan. Data perimer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung 

dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung 

kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun 

benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber 

dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada pengusaha dan 

karyawan mebel Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, 

berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensireferensi 

atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan 

penelitian.
10

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif 

yang diperolehmelalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari 

tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung 

pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi wilayah penelitian. 

 

                                                           
10

Iskandar.Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2008, h 32 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini 

digunakan teknik-teknik sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
11

  Dalam wawancara, 

peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.  

b. Observasi  

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu 

benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku.
12

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti dengan mengamati secara lansung terhadap objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti 

melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik ijarah usaha 

mebel. 

c. Dokomentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang 

tertulis.
13

 Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan 

dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk 

                                                           
11

 Sumanto.Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Caps,  2013, h 65. 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2011,h 203 
13

 Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010,h .46 
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mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik 

dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data 

dokumentatif dari tempat penelitian 

6. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah 

metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk 

analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif 

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh.”
14

 

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan tentang Bagaimana 

sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung bantan 

kecamatan semidang alas maras  kabupaten seluma dan Bagaiamana 

tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa 

Gunung bantan kecamatan semidang alas maras Kabupaten seluma. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, 

maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana 

antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna 

memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam 

memahami dan menangkap hasil penelitian ini.  

 

                                                           
14

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta, 

2013.h 148 
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Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :kajian teori yang berisikan teori-teori yang diangkat dalam penelitian 

ini diantaranya pengertian Ijarah, dasar Hukum Ijarah, rukun dan 

syarat Ijarah sifat dan Hukum Ijarah, macam-macam Ijarah dan 

Hukumnya, pembayaran upah atau sewa, pembatalan dan 

berakhirnya akad Ijarah, Jenis dan sistem upah dalam Islam, dan 

prinsip prinsip upah dalam Islam.
15

 

BAB III:Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran 

tentang lokasi penelitian yaitu di Desa Gunung Bantan Kecamatan 

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. 

BAB IV : Hasil penelitian yang membahas  menggambarkan tentang Bagaimana 

sistem praktik pembayaran  ijarah usaha mebel di Desa Gunung 

Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  kabupaten seluma dan 

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan Ijarah Pada 

Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas 

Maras Kabupaten Seluma. 

BAB V :Penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir 

dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

                                                           
15

Akhmad Farroh Hasan.Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. UIN-

Maliki Press, 2018,h 49 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Ijarah (Upah) 

1. Pengertian ijarah (Upah) 

 Al-ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, 

sedangkan menurut Syara‟ ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan 

imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.
16

  

 Dalam arti luas, al-ijārahbermakna suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlahtertentu. 

Secara etimologi al-ijarah berasal dri kata al-ajru yang berarti 

penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dinamai juga al Ajru/upah.  

al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, 

sewa, jasa, atau imbalan. 

Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi 

keperluan hidup manusia, seperti sewa meyewa, kontrak, atau memasarkan 

jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara‟ mempunyai arti 

“aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang 

lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.”  

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama fiqh berpendapat 

yaitu: 

                                                           
16

Prof.Pr.H. Hendi Suhendi ,M.Si. Fiqih Muamalah (Depok  PT. Raja Grafindo), h. 

114  
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a. Menurut Sayyid Sabiq, al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian 

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqih berbeda pendapat 

dalam mengartikan ijarah. 

b. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga 

orang lain dengan jalan memberi ganti  menurut  syarat-syarat tertentu. 

c. Menurut pendapat  hasbi ash-shiddiqie juga mempunyai pandangan 

berhubungan dengan ijarah,ialah:"   akad yang objeknya ialah 

penukaran manfaat untuk masa tertentu,  yaitu pemilikan manfaat 

dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.
17

 

d. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga 

mempunyai pandangan terkait dengan ijaroh, ialah Pemilikan manfaat 

dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
18

 

e. Menurut Dr. Muhammad Syafi‟i Antonio, Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
19

 

f. Menurut ulama syafi"iyah al-ijarah adalah dengan suatu jenis akad atau 

tranksaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah 

dan boleh dimanfaatkan dengan cara member imbalan tertentu. 

                                                           
17

Abdul Rahman Ghazaly Dkk. Fiqh Muamala.Jakarta : Prenamedia Grup, 2010, h 46 

 
19

Endang Wahyudin, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2016, h 

73 
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Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa 

ijarah adalah menukar seseuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia sewa-menyewa"mejual manfaat", upah 

mengupah "menjual tenaga atau kekuatan". 

2. Dasar Hukum Al-Ijarah 

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan 

oleh syara‟ kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail 

bin Aliyah, membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, 

sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa 

diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat 

dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada 

waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut  

disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupunpada waktu akad 

belum ada, tetapi pada galibnya iamanfaat) akan terwujud, dan inilah yang 

menjadi perhatian serta pertimbangan syara‟.  

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah: 

a. Al_Quran 

Berdasarkan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-

Qur‟an yang menyatakan Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur‟an Surah At-Thalaq ayat 6. 
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                      

                          

                         

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)untuknya”.
20

 

 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-

Qashash ayat 26-27. 

                    

                         

                           

                 
 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagaiorang yang bekerja (pada kita), karena    

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk  

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati 

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk 

orang-orang yang baik.
21
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b. As-Sunnah 

فَّ عَرَقهُُ  رَ أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ   عَنْ عَبْدِالِله بْنِ عُمَرَ قاَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطوُالَْْجِي ْ

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah 

kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu 

Majah). 

c. Ijma 

Umat Islam pada masa sahabat telah berjima‟ bahwa ijarah 

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
22

  Di samping Al-Qur‟an 

dan As-sunah, dasar hukum ijarah adalah ijma. Sejak zaman sahabat 

sampai  sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, 

kecuali beberapa para ulama yang telah di sebutkan diatas.   

Hal tersebut di karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad 

ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa 

tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan  

kepada umat dalam pergaulan hidup.Banyak orang yang mempunyai 

uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang 

mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan 

adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua 

belah pihak saling mendapatkan manfaat. 
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3. Rukun Ijarah 

Berdasarkan pendapat para jumhur ulama rukun ijarah ada empat 

(diantaranya) ialah: 

a. Orang yang berakad (Aqid) 

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu‟jir 

ialah orang yang memberikan upah dan Musta‟jir ialah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 

Bagi Mu‟jir dan Musta‟jir, pertama harus mengetahui manfaat barang 

yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, 

kedua berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan 

buruk.
23

 

b. Sighat Akad 

Mu‟jir dan Musta‟jir, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah 

Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad 

ijarah. 

c. Upah (ijroh) 

Ijroh yaitu diberikan kepada musta‟jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. 

d. Manfaat 

Salah satu cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) ialah: 

“dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. 
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Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan 

ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini: 

1) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan 

harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan 

fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih 

dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya. 

2) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang yang disembunyikan 

tentang keadaan barang tersebut. 

3) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang 

bersifat isti‟mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan 

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan 

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat stihlaki ialah: harta 

benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya. 

4) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum islam. 

seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat. 

5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: 

sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. 

Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya 

tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, 

atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya,telurnya, 

keturunannya, ataupun bulunya”
24
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4. Syarat Ijarah 

syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu: 

a. Syarat Terjadinya Akad 

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan aqid, akad, dan 

objek akad.Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan 

mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baliqh menurut syafi‟iyah dan 

Hanabilah.Dengan demikian akad ijarah tidak sah Apabila pelakunya 

(mu‟jir dan musta‟jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut 

Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, 

sedangkan baliqh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). 

Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya 

(sebagai tenagakerja) atau barang yang dimikinya maka hukum akadnya 

sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya. 

b. Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)  

Syarat untuk kelangsungan (Nafadz) akad ijarah diisyaratkan 

terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan.  Apabila si pelaku (aqid) 

tidak mempunyaihak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad 

yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan 

menurut Hanafiah dan Malikiyah setatusnya mauquf ditanggungkan 

menunggu persetujuan si pemelik barang.  Akan tetapi menuruts 

yafi‟iyah dan Hanabillah hukumnya batal, sepertihalnya jual beli. 
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c. Syarat Sahnya Ijarah 

Syarat  untuk sahnya ijarah  harus dipengaruhi beberapa syarat yan  

g berkaitan dengan aqid (pelaku), mauqud „alaih (objek), sewa atau upah 

(ujrah) dan akadnya sendiri Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan 

akad al-ijarah apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan 

akad ini, Maka akad ijarah nya tidak sah. 

2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga 

menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena 

dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan 

akad tidak tercapai.  

a) Objek manfaat Penjelasan objek manfaat bisa dengan 

mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang 

mengatakan, ”saya  sewakan kepadamu salah satu dari dua 

rumah ini.” Maka akad ijarah  tidak sah, karena rumah yang 

mana yang akan disewakan belum jelas.
25

 

b) Masa manfaat Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan 

dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, 

atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa. Jenis pekerjaan 

yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. 
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c) Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak 

terjadi perselisian, Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak 

fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam 

gambar.Atau pekerjaan menjahit baju jaslengkap dengan celana, 

dan ukurannya jelas. 

3) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki 

maupun syar‟i dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu 

yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang 

binal untuk dikendarai., Atau tidak bisa dipenuhi secara syar‟i, 

seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk 

membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar 

ilmu sihir. 

4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan 

oleh syara.Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa 

rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh 

menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau 

perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau 

menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk 

perbuatan maksiat.
26

 

5)  Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban 

orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah.  Hal tersebut 

karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib 
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dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bersifatnya taqarrub dan taat kepada 

Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan  dan 

mengajarkan Al-Qur‟an, karena semuanya itu mengambil upah 

untuk pekerjaan yang fardu dan wajib. 

6)  Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari 

pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan 

pekerjaan untuk dirinya maka ijarah tidak sah. Manfaat maqud'alaih 

harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang bisa 

berlaku umum.  Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah 

adalah sebagai berikut: Pertama Upah harus berupa mal 

mutaqawwim yang  diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. 

Syarat mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah 

merupakan harga atas manfaat.  Kedua Upah atau sewa tidak boleh 

sama dengan jenis manfaat ma'qud 'alaih apabila upah atau sewa 

sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak 

sah. 

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat Luzum) 

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang 

menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. 

Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad 

ijarah.Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad atau 

pada sesuatu yang disewakan.Pertama, Udzur dari sisi mu‟jir (orang 
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yang  menyewakan).Misalnya musta‟jir pailit atau pindah domisili. 

Kedua, Udzur dari sisi mu‟jir (orang yang menyewakan). Misalnya 

mu‟jir memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain 

untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan 

hasil penjualnya digunakan untuk melunasi utang tersebut.  Ketiga, 

Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang 

disewa.
27

.. 

5. Sifat dan Hukum Ijarah 

a. Sifat Ijarah 

Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim yang 

didasarkan pada firman Allah SWT: اوَْفوُْاببِْلعُقوُْد yang boleh dibatalkan. 

Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada 

pemenuhan akad. Sebaiknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah 

adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya 

sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.  

Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur‟an di 

atas. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, 

ijarah batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak 

dapat dialihkan kepada ahli waris.  

Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi 

berpindah kepada ahli warisnya.28 
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b. Hukum ijarah 

Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 

dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan 

ma'qud'alaih, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja 

dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama 

hanafiyah,  jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang 

menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan 

pada waktu akad.  Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan 

tetapi,  jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan 

jenis pekerjaan perjanjiannya,   upah harus diberikan semeskinya. Jafar 

dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan 

jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran 

yang dicapai oleh barang sewaan.
29

 

6. Macam –Macam Ijarah dan Hukumnya 

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa-menyewa.dalam ijarah bagian 

pertama ini objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. 

b. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah. dalam ijarah bagian 

ke dua ini,objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. 

1) Hukum ijarah atas manfaat sewa menyewa 
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Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti 

rumah untuk tepat tinggal, kios untuk tempat berdagang, mobil untuk 

kendaraan atau angkutan, pakaian yang diharamkan mka tidak boleh 

disewakan, karena barang nya diharamkan. Dengan demikian tidak 

boleh mengambil imbalan untuk maanfaat yang diharamkan ini, seperti 

bangkai dan darah. 

2) Hukum ijarah atas pekerjaan (upah mengupah) 

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun 

rumah jahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, 

memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang melakukan 

pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. ajir atau tenaga kerja ada dua 

macam,yaitu: 

a) Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu 

orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja 

orang lain selain orang telah mempekerjakaannya. Contonya 

seseorang yang bekerja sebgai pembantu rumah tangga pada 

orang tertentu. 

b) Ajir (tenaga kerja) musytarak yaitu orang yang bekerja lebih 

dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam 

memenfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang 

celup, notaris dan pengacara.  Hukumnya adalah (ajir 

musytarak) boleh bekerja untuk semua orang yang menyewa 
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tenaganya tidak boleh melarang nya bekerja kepada orang lain. 

Ia (Ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan 

bekerja.
30

 

7. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah  

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad  ijarah,maka 

bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. ulama hanfiah 

berpendirian bahwah akdad ijarah itu bersifat mengikat,tetapi boleh 

dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak 

yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan 

berpindah dalam hukum. Adapaun jumhur ulama dalam hal ini 

mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau 

barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Berdasarkan pendapat ulama 

hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, 

karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama 

mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta 

(al-maal), oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak 

membatalkan akad al- ijarah.
31

 

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kita Al-Badaa‟iu ash-

Shanaa‟ui menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan 

terbakar atau kendaran yang hilang. 
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 Akhmad Farroh Hasan,Fiqih Muamalah,h. 56 
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b. Renggang waktu yang disepakati dalam al-ijarah telah berakhir. 

c. Wafatnya salah seorang yang berakad.  

d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang 

disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-

ijarahnya tetap. 

 Berdasarakan pendapat Sayyid Shabiq, al-ijarah akan menjadi batal 

dan berakhir bilmana ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti amburuknya rumah dan 

runtuhnya bangunan gedung. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan 

untuk dijahit. 

d. Telah terpenuhi nya manfaat yang diakad kan sesuai dengan masa 

yang telah ditentukan selesainya pekerjaan. 

e. Berdasarkan pendapat hanafi salah pihak dari yang berakad boleh 

membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti 

terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan 

modal. 
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 BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

A. Letak Grafis Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras 

Luas wilayah Desa Gunung bantan adalah 2336 ha. Desa ini 

merupakan desa yang terletak dekat pesisir pantai panjang, susunan rumah 

berjajar dari barat ketimur dan jarak pemukiman penduduk lebih kurang 5 

Km dari pesisir pantai. penduduk di sekitar Desa gunung bantan cukup 

padat karena terlihat dari desa ke desa lainnya hanya dibatasi tugu pemisah 

Desa saja.
32

 

Desa gunung bantan yang menjadi wilayah penelitian termasuk 

dalam wilayah kecamatan semidang alas maras kabupaten seluama dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Utara : berbatasan dengan Tebat Gunung 

Selatan : berbetasan dengan pino 

Timur : berbatasan dengan padang pering 

Barat : berbetasan dengan semidang aasa maras 
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B. Keadaan penduduk  

Penduduk adalah seluruh yang mendiami suatu tempat dengan 

ketentuan terntu. Sebagaimana diungkap oleh mahidin  bahwa yang 

dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah keseluruhan penghuni 

Negara Indonesia republik Indonesia , baik Negara Indonesia (WNI) 

maupun warga Negara asing (WNA) dalam jangka yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku diwilayah Republik 

Indonesia.
33

 

Di Desa Gunung Bantan penduduknya berasal dari masyarakat 

pribumi (penduduk asli) suku serawai.
34

 Menurut data yang ada dikantor 

desa sampai tahun 2021, penduduk desa ini terdiri dari 355 kepala 

keluarga (kk) untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah penduduk 

tersebut secara jelas dapat dilihat dalam table berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk 

No Jenis kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 408 

2 Perempuan  471 

 Total  879 

 Sumber Data: Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 
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Tabel 1.3 

Usia Penduduk 

No Usia Jumlah  

1 Usia 0-6 tahun 60 orang  

2 Usia 7-12 tahun 100 orang 

3 Usia 13-20 tahun 90 orang 

4 Usia  21-20 tahun 250 orang 

5 Usia 31-40 tahun 134 orang  

6 Usia 41-60 tahun 90 orang  

7 Usia 61 keatas tahun 155 0rang  

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 

 

Tabel 1.4 

Sarana dan prasarana umum 

No Sarana dan Prasarana  Jumlah  

1 Balai Desa 1 unit 

2 Masjid  1 unit 

3 SDN 77 1 unit 

4 Jalan Beton Tumbuk  94600 M2 

5 Irigasi  - 

6 Mesin Perontok Padi 3 unit  

7 Pemakaman umum 1 lokasi 
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     8 Sungai air maras  11000 M2 

  9 Jalan Tanah  26000 M2 

  10 Jalan Poros  23000 M2 

  11 Sumur Gali 100 unit 

  12 Tk/Paud 1 unit  

  13 Lapangan umum 1 unit 

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 

C. Mata Pencarian Penduduk 

Mata pencarian penduduk terutama penduduk asli adalah sebagai 

petani kebun, sawah, ada juga yang menjalani profesi sebagai pedagang, 

pegawai negri sipil, pengusaha mebel dan peternak. Hasil bumi yang 

menonjol selain padi adalah hasil tanaman perkebunan seperti sawit dan 

petani jagung.
35

 

Sebagai petani mereka menggarap sawah secara tradisioanal, 

seperti waktu panen padi mereka masih mengunakan alat yang masih 

disebut dengan tuai. alat ini berasal dari papan kecil dan sebuah silet,alat 

ini la yang membantu mereka pada proses panen padi, hasil panen mereka 

ada yang di jual ada juga yang tidak dijua sesuai kebutuhan mereka 

masing-masing.  

Ada beberapa juga yang bekerja di mebel untuk menambah 

penghasilan dan mememuhi kebuthan ekonomi keluaraga mereka, mereka 

membagi waktu utuk mencari penghasilan selain dari petani. 
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 Tabel 1.5 

Mata Pencarian 

 

No Mata Pencarian Jumlah 

1 Petani  272 

2 Pedagang  11 

3 Buruh  20 

4 Peternak  5 

5 Bengkel  3 

6 Penjahit  - 

7 PNS 5 

8 Usaha Mebel 3 

9 Tokoh Racun 1 

10 Steam Motor 1 

 Total 321 

 Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 

D. Kondisi keagamaan masyarakat Desa gunung bantan 

Masyarakat desa gunung bantan kecamatan semidang alas maras 

kabupaten seluma dalam kehidupan beragama dapat dikatakan sudah 

cukup baik, Hal ini dapat dilihat pada kehidupan beragama masyrakat 

sehari-hari.  Secara umum masyarakat desa gunung bantan ini beragama  
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Islam  (99%) meskipun masih ada yang beragama Kristen da nada juga 

masyarakat pendatang tetapi mereka beragama islam. 
36

 

E. Keadaan sosial masyarakat Desa gunung bantan 

Dalam kehidupan masyarakat Desa gunung bantan penduduk asli 

dengan penduduk pendatang terjalin interaksi yang baik dengan sistem 

budaya penduduk pendatang terutama dari selatan, jawa, medan, mereka 

beruppaya untuk menyesuaikan diri mereka dengan adat istiadat yang ada 

di Desa gunung bantan. Budaya masyarakat  Desa gunung bantan 

sangatlah beragam hal ini dikarenakan mereka memiliki budaya tersendiri 

(serawai). 

 Tabel 1.6 

Macam –Macam Etnis Penduduk 

No Suku   Jumlah  

1 Suku serawai 856 

2 Suku rejang 2 

3 Suku jawa 5 

4 Suku padang 1 

5 Suku sunda 2 

6 Suku batak 1 

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 
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Tabel 1.7 

Keadaan Penduduk berdasrkan Jenjang Pendidikan 

No Pendidikan  Jumlah jiwa Usia  

1 Balita 40  jiwa 0-5 Tahun 

2 Belum sekolah 50  jiwa 1-6 Tahun 

3 Tidak sekolah 155 jiwa 12-60 Tahun 

4 Tidak tamat SD 145  jiwa 14-65  Tahun 

5 Tamat SD 177  jiwa 16-65 Tahun 

6 Tamat SMP 120  jiwa 15-35 Tahun 

7 Tamat SMA 100  jiwa 18-40 Tahun 

8 Diploma 2  jiwa 20-25 Tahun 

9 Sarjana 22  jiwa 22-35 Tahun 

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 

F. Sistem Kekerabatan 

Masyarakat suku serawai jika dilihat dari sosial budaya memiliki 

adat istiadat dan upacara-upacara yang telah diwariskan secara turun 

menurun salah satunya tari andun, pada acara persepsi pernikahan pada 

suku serawai. Perkawaninan adalah suatu hubungan yang lain jenis yang 

dikuat kan oleh akad nikah dan upacara - uppacara perkawanian.  Dalam 

suatu desa terdapat beberapa keluargamempunyai satu asal atau satu 

nenek.  Anak cucu dari pada nenek tersebut adalah keluarga sepuyang dan 

sejurai. Dalam pergaulan sehari-hari terlihat sistem pergaulan mereka 
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sangat rapat diantara mereka karena diantara mereka masih ada hubungan 

darah. 
37

 

Jurai adalah semua anak cucu dan cicit dari puyang atau moyang. 

Lingkungan jurai lebih besar dari lingkungan luas, semua keturunan 

puyang sampai cicit-cicitnya adalah anggota keluarga jurai. Dalam 

lingkungan jurai dapat terjadi perkawinan dengan catatan harus membayar 

denda adat berupa memotong sesekor kambig pada waktu persemian 

pernikahan. Dalam lingkungan ditunjuk jurai tuo yaitu orang yang 

mempunyai garis keturunan dari moyang ke bawah yang dipercayakan 

untuk mengurus lingkungan itu sendiri. 

1. Prinsip Keturunan 

Pada suku serawai prinsip keturunan yang sah semuanya diatur 

berdasarkan rasan perjanjian sebelum akad nikah berlansung,misalnya 

suami ditetapkan tambi anak yang artinya suami menetap dirumah 

pihak istri ,apabila nanti mendapat keturunan,maka garis keturunan 

dari suami harus dihapuskan,ada juga yang menetapkan para istri harus 

tinggal ditempat suami apabila nanti mendapat keturunan maka garis 

keturunan yang diutamakan adalah garis keturunan dari pihak laki-laki 

tapi bukan berarti garis keturunan istri dihapuskan. 
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2. Sopan Santun Pergaulan 

Sepanjang pergaulan sehari-hari suku serawai tidak terlepas dari 

sopan santun dan tata krama yang mengatur mereka untuk dapat 

bergaul hingga membuahkan keharmonisan didalam pergaulan 

tersebut. Orang yang lebih mudah umurnya harus menghormati yang 

lebih tua dan sebaliknya orang yang lebih tua umum nya harus 

menyayangi yang lebih mudah.  Akhirnya terjadilah suatu kekerabatan 

diantara mereka dalam bermasyarakat. Anak senantiasa menghormati 

orang tua nya dan mematuhi semua perintah nya. Dalam pergaulan 

sehari-hari anak tidak dibenarkan memanggil nama orang tua nya, dia 

akan memanggil nama ayah nya dengan sebutan bapak dan memanggil 

ibu nya dengan sebutan mak. Adik harus menghormati kakaknya.
38
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Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Bantan Kecamatan 

Semidang Alas Kabupaten Seluma 

 

Tabel 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

SUPINRA S. Pd 

SEKRETARIS DESA 

LANSAN 

KAUR UMUM 

ZEKI MARDESTI 

KAUR KEUANGAN 

PEDI EKA SAPUTRA KASI PEMERINTAHAN 

BOBI IRAWAN 

KASI PELAYANAN 

DAFIT FAUZI 

KADUN II 

KESASI 

KADUN I 

ERWAN HADIANTO 

KADUN III 

EKWANTO 



44 
 

 

3. Peranan ijarah Terhadap praktik pembayaran upah usaha mebel 

1. Sistem Pengupahan usaha mebel 

Sistem pengupahan mempunyai peran penting dalam 

menunjang semangat kerja dan motivasi kerja,  yang nantinya akan 

berpengaruh pada hasil kerja para pekerja. Masyarakat Desa 

Gunung Bantan upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena 

penduduk setempat mayoritas sebagai petani, tetapi ada beberapa 

yang bekerja sebagai karyawan mebel untuk menambah 

perekonomian keluarga mereka, Desa gunung bantan kehidupan 

masyarakatnya berada di menengah kebawah sehingga seseorang 

bekerja dimebel untuk menambah kebutuhan kehidupan mereka 

sehari-hari. Dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar 

pembayaran upah dibayarakan setelah pekerjaan selesai dan waktu 

pembayaran nya telah tiba. 

4. Responden Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat di 

Desa Gunung Bantan yang bekerja di mebel dengan karateristik 

sebagai beriku : 
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 Tabel 1.8 

Jumlah Responden 

 

No  Nama  Jenis kelamin  Pekerjaan  

1 Ade Akbar Laki-laki Pemilik mebel 

2 Ujang  Lak-laki Karyawan 

3  Sukirman  Laki-laki  Karyawan 

4 Dahar  Laki-laki  Karyawan 

5 Dirham  Laki-laki Karyawan 

Sumber Data: Bapak Ade Akbar Pemilik Mebel 
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BAB lV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Praktik Pelaksaan Pembayaran Ijarah Usaha Mebel di Desa Gunung 

Bantan  

1. Sistem Pembayaran Ijarah (Upah) Usaha Mebel 

 Dalam penelitian ini, hal yang akan penulis capai adalah untuk 

mengetahui bagaimana sistem praktik pembayaran upah usaha mebel 

digunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma 

ditinjua dari hukum Islam. Hasil penelitian diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi yang penuliskan lakukan pemilik mebel, 

pekerja/karyawan dan pihak-pihak yang terkait seperti kepala Desa dan 

masyarakat sekitar. 

 Masyarakat Desa Gunung Bantan merupakan masyarakat yang 

bermata pencarian dibidang pertanian, persawahan dan usaha mebel 

jadi tidak asing lagi jika ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai 

karyawan mebel untuk menambah perekonomian keluarga.  

 Dalam upah mengupah harus ada dua belah pihak yang berakad 

yaitu orang yang berbeda yakni pemeberi upah dan penerima upah, 

tidak sah upah mengupah jika dilakukan dengan satu orang saja. 

Pemberi upah dalam konteks ini adalah orang pemilik mebel 

sedangakan karyawan nya adalah orang yang bekerja. Ijarah (upah) 

dalam konteks Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan agar terhindar dari ketidak jelasaan. 
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 Usaha mebel yang didirikan oleh bapak ade akbar yang berlokasi 

di Desa Gunung Bantan kabupaten seluma. Dari sekedar hobi merakit 

barang untuk kebutuhan pribadi bapak ade akbar memulai karyanya 

,karena dinilai karyanya baik, ibunya meminta ade akbar mencoba 

membuat membuat perabotan rumah tangga untuk kebutuhan 

dirumah,ia memulai dari perabotan kecil seperti meja, kursi, hingga ia 

mencoba untuk membuat lemari dapur. Kegemaran ini berlansung 

cukup lama hanya sebagai konsumsi pribadi. Tidak di sangka hasil 

karya nya direspon baik oleh masyarakat desa gunung bantan, pemesan 

pertama diluar konsumsi pribadi bapak ade akbar, berawal dari tetangga 

yang merasa puas dengan hasil karya bapak ade akbar ini la cikal bakal 

mebel ini didirikan. 

 Semenjak hari itu dari mulut kemulut akhirnya nama bapak ade 

akbar sudah mulai dikenal sebagai pembuat perabotan rumah tangga Di 

sebabkan pesanan semakin banyak, karena pesanan banyak dan tempat 

yang tidak memadai, maka bapak Ade akbar mulai membuka tempat 

untuk membuka usaha mebelnya yang lebih luas. Bapak akbar juga 

memikirkan merekut karyawan yang bertujuan membantunya dalam 

memenuhi pesanan konsumen. Latar belakang karyawan bukan dari 

kalangan professional akan tetapi berasal dari dari warga sekitar. pada 

tahun 2008 bapak akbar mendapatkan bantuan dari PKBM untuk 

mengembangkan usaha mebelnya. PPKBM yaitu lembaga singkatan 

dari pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yaitu lembaga yang 



46 
 

 

dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam 

bidang pendidikan. 

 Berkat bantuan yang didapatnya, usaha mebel bapak akbar dapat 

berjalan dengan baik dan lancar, konsumennya tidak hanya dari 

masyarakat Desa gunung bantan saja. Ia juga sudah memiliki 4 

karyawan tetap dan menerima masyarakat yang ingin belajar mengasah 

keterampilan nya. Tetapi semenjak ada covid 19 usaha mebel bapak 

akbar menjadi sepi karena tidak ada pesanan atau orderan dari orang-

orang, hampir saja usaha mebel bapak akbar ini jatuh bangkrut karena 

tidak ada orang yang memesan untuk dibuatkan perabotan dan 

kebutuhan rumah tangga. 

 Sistem pembayaran ijarah merupakan hal yang penting dalam 

menunjang semangat kerja yang akan berpengaruh pada hasil kerja 

karyawan, upah harga dari tenaga kerja yang harus dibayarkan atau 

jasanya dalam bekerja mencari rezeki harus sesuai dengan tenaga 

kerjanya.  

Sistem praktik pembayaran ijarah usaha mebel di Desa Gunung 

bantan ini dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal 

bulan, dimana dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja 

mendapatkan upah yang  berbeda-beda. Dalam sistem pembayaran 

upah yang berbeda ini sudah terjadi sejak lama, Dimana Perbedaan itu 

terjadi karena pemilik mebel melihat dari kualitas dan kuantitas  

kinerja dan  hasil pekerjaan dari masing-masing pekerja. 
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 Berdasarkan wawancara dengan pemilik mebel bapak Ade Akbar 

mengatakan bahwa:   

 “ Saya memulai usaha mebel sejak 2008, mulai dari sekedar hobi 

membuat perabotan rumah tangga seperti pembuatan meja, kursi, 

lemari, pintu dan lain sebagainya. Kemudian ada masyarakat yang 

memesan meminta buatkan lemari, lama kelamaan dari mulut kemulut 

masyarakat gunung bantan banyak yang meminta /memesan untuk 

dibuatkan perabotan rumah tangga. Awal praktik ijarah  yang saya 

lakukan ini mulai dari salah masyarakat datang kerumah saya meminta 

pekerjaan, Biasanya mereka datang lansung kerumah saya menanyakan 

ada atau tidak pekerjaan yang dapat dibantu, saya jawab ada besok udah 

boleh bekerja dan sistem pembayaran nya itu perbulan.
39

 

 

 Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan mebel bapak 

ujang mengatakan: 

  “saya bekerja sebagai karyawan mebel bapak akbar sudah sejak 

lama, alhamdulillah untuk kebutuhan ekonomi keluarga in syaa allah 

tercukupi, saya memilih bekerja sebagai karyawan mebel ini untuk  

menambah pemasukan  kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya saya 

berangkat bekerja jam 08 dan pulang nya jam 15: 00 memang dalam 

sistem pembayaran upah (ijarah) ada perbedaan antar karyawan, 

perbedaan itu terjadi karena dilihat dari kinerja dan hasil pekerjaannya” 

Upah yang biasa saya dapatkan 600 ribu perbulan.
40

 

 

 Berdasarkan wawancara dengan pemilik mebel  Bapak Ade akbar 

mengatakkan bahwa:  

 “ sistem praktik upah (ijarah)  yang saya lakukan ini memberikan 

manfaat bagi masyarakat gunung bantan karena saya menerima jika 

anak remaja yang putus sekolah mau belajar jika mereka mempunyai 

kemampuan dalam bidang seni daripada mereka tidak ada kerjaan lebih 

baik mereka mengasah kemampuan nya ditempat saya. 
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 Wawancara pemilik mebel bapak Ade Akbar tanggal 25 November 2022 

pukul 14:30 
40

 Wawancara karyawan  mebel bapak  ujang tanggal 25 November 2022 Pukul 

15:00 Wib 
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   Berdasarkan wawancara dengan karyawan mebel bapak Dirham 

mengatakan bahwa:  

 “saya bekerja sebagai karyawan mebel ini untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga saya karena banyak kebutuhan seperti 

membayar sekolah anak dan lainya. Upah yang saya terima biasanya 

nya 500 ribuh perbulan, iya ada nya perbedaan dalam sistem 

pemeberian upah yang diberikan oleh bapak Ade Akbar, karena dalam 

sistem pembayaran yang dilakukan itu dilihat dari kinerja dan kualitas 

pekerjaannya.
41

 

 

 

 Berdsarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pemilik mebel 

di Desa gunung bantan maka upah megupah yang dilakukan di usaha 

mebel bapak akbar tidak ada akad yang mengikat, sistem perjanjian 

kerjanya dilakukan secara tidak tertulis dan tidak terlalu formal.  

 Kedua bela pihak pemberi upah (mu‟jir) dan pekerja setuju secara 

lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa ada nya saksi. Dalam 

perjanjian antara (mu‟jir) dan para pekerja tidak ada pemberitahuan 

upah yang berbeda antar karyawan, tetapi para karyawan sudah 

mengetahui jika adanya perbedaan upah antar karyawan.
42

 

 Sedangkan dalam pembayaran upah, upah yang didapatkan para 

karyawan itu berbeda-beda ada yang lebih besar ada yang lebih kecil 

diantara masing-masing karyawan. 

 sebagaimana dalam keterangan wawancara dengan karyawan mebel 

di Desa Gunung Bantan yaitu bapak sukirrman mengatakan bahwa: 

 

                                                           
41

 Wawancara  karyawan mebel bapak Dirham tanggal 26 November 2022 pukul 

14:00 Wib 
42

 Wawancara pekerja/karyawan 27 Novemeber 2022 pukul 16:00 Wib 
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 “Memang benar upah antara karyawan berbeda-beda perbedaan itu 

sudah terjadi sejak lama, semenjak saya menjadi karyawan usaha mebel 

bapak akbar sudah berbeda upah pada masing-masing karyawan, 

penyebabnya karena dilihat dari tenaga kerja dan hasil pekerjaan dari 

masing-masing karyawan. Biasanya upa yang saya dapatkan 500 ribu 

perbulan.
43

 

 

Selanjutnya pendapat bapak Dahar selaku karyawan mebel di Desa 

Gunung Bantan mengatakan Bawah: 

 “Perbedaan itu memang benar adanya, biasanya perbedaannya itu 

berkisar 200 atau 300 ribu, itu upah tergantung dengan hasil pekerjaan 

dan tenaga kerja dari masing-masing karyawan tersebut. Saya bekerja 

sebagai karyawan tersebut untuk menambah dan memenuhi ekonomi 

keluarga biasanya saya berangkat bekerja jam 8: 30 sampai 15: 00 

wib.
44

 

 

  Selanjutnya  keterangan wawancara dengan pemilik mebel bapak Akbar 

di Desa Gunung Bantan. 

  ”Di mebel kami biasanya pembeli datang lansung ke tempat 

kami,ada juga pembeli yang memesan via televon tetapi itu biasanya 

pelanggan kmi yang sudah pernah mesan disini, klo desain nya kmi 

sediakan contoh gambar barang dengan model yang sudah jadi untuk 

pembeli yang tidak memesan barang dengan model tertentu, kebanyakan 

pembeli terkhusus pelanggaan kmi membawa contoh desain sendiri, untuk 

upah yang saya berikan memang adanya perbedaan dari masing-masing 

karyawan, ada yang mendapatkan upah  RP 600 ribu  perbulan ada juga 

yang mendapatkan Rp 500 ribu perbulannya,perbedaan upah itu terjadi 

karena dilihat dari kinerja dan hasil pekerjaan nya” ujar bapak Akbar 

selaku pemilik mebel.
45

 

 

   Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan dan wawancara 

dengan pemilik mebel tersebut dapat dipahami untuk perbedaan antar 

karyawan itu dilihat kinerjanya, karena kinerja masing-masing karyawan 

                                                           
43

 Sukirman pekerja/karyawan ,wawancara tanggal 27 Novemember 2022 Pukul 

15:00 Wib 
44

 Dahar  pekerja/karyawan,wawancara tanggal 26 November 2022 pukul 16:30 

Wib 
45

 Ade akbar Pemilik Mebel,wawancara tanggal 30 Novemeber 2022 pukul 

08:30 Wib 
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pasti berbeda ada yang kinerja nya bagus dan ada juga kinerja nya yang 

kurang bagus dan kurang teleti dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan 

untuk sistem pembayaran upah karyawan mebel di Desa Gunung Bantan 

jenisnya perbulan, sudah selesai pekerjaan dan waktu pembayaran lansung 

dibayar. Perbedaan pembayaran ini sudah ada sejak lama dan telah 

dibenarkan oleh para pekerja disana, menurut mereka perbedaan sistem 

pembayaran itu terjadi bukan kerena untuk membeda-bedakan antar 

sesama pekerja tetapi lihat dari kinerja dan hasil pekerjaannya masing-

masing. 

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan Pembayaran Upah Antara 

Masing-Masing Pekerja/ karyawan  Mebel di Desa Gunung Bantan 

  Desa Gunung Bantan termasuk Desa yang perekonomian 

masyarakatnya menengah kebawah. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan pembayaran upah antara masing-masing pekerja 

menurut masyarakat disana bahwa para pekerja dominan memiliki 

tenaga kerja yang berbeda-beda ada yang lebih kuat dan cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dibadingkan dengan pekerja lainnya. 

Pemilik mebel juga melihat dari kualitas dan kuantitas pekerja sehingga 

terjadilah perbedaan upah antar sesama pekerja tetapi para pekerja tidak 

mempermasalahkan jika adanya perbedaan upah diantara masing-

masing mereka. Karena menurut para pekerja yang penting mereka 

mendapatkan upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan upah 

dibayarkan tidak ditunda-tunda. 
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  Berdasarkan keterangan wawancara pemilik usaha mebel di Desa 

Gunung Bantan yaitu bapak Akbar selaku mu‟jir mengatakan bahwa: 

 “faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah dari masing-

masing pekerja ini disebabkan karena dilihat dari tenaga kerja dan hasil 

pekerjaanya, emang benar di Desa ini sistem pembayarannya berbeda 

diantara masing-masing pekerja meskipun dalam pekerjaan yang sama, 

tetapi saya selaku pemberi upah melihat dari kinerja dan tenaga kerjanya. 

Perbedaan ini bukan hanya disebabkan dari hasil tenaga kerja nya saja 

tetapi disebabkan juga karena ada para pekerja libur sampai 2-3 hari 

karena ada urusan atau pekerjaan lain.
46

 

 

 Pendapat selanjutnya disampaikannya dari bapak supindra selaku 

kepala Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma mengatakan Bahwa:  

 “Sepengetahuan saya mereka menambah pekerjaan karena faktor 

ekonomii daripada mereka diam dirumah tidak ada pekerjaan lebih baik 

mereka mencari kerja sampingan , masalah berbeda itu sudah sejak lama 

karena perbedaan itu terjadi disebabkan dilihat dari kualitas dan hasil 

pekerjaan serta kinerjanya dari masing-masing pekerja.
47

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai 

faktor -faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah dari masing-masing 

pekerja  usaha mebel di  Desa Gunung Bantan  moyaritas jawaban nya 

sama dari pemeberi  upah usaha mebel yang bapak akbar kata kan bawah, 

kinerja dan pekerjaannya hasilnya tidak sama ada yang lebih bagus dan 

rapi ada juga sebaliknya dan kurang teliti dapat dilihat juga dari cara 

menyelesaikan pekerjaan ada yang lebih cepat dan kuat dalam kinerjanya 

ada juga yang lambat.  

                                                           
46

 Ade akbar Pemilik Mebel,wawancara tanggal 30 Novemeber 2022 pukul 

08:30 Wib 
47

 Wawancara dengan kepala Desa Gunung Bantan, Tanggal 30 November 2022 

pukul 17:00 Wib 
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 Faktor-faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah antara 

masing-masing pekerja disebabkan oleh : 

1. Para pekerja ada yang sering terlambat datang, padahal sudah 

diberitahu oleh mu‟jir (pemberi upah) seharusnya datang jam 8:00 

wib tetapi masih ada yang datang jam 9:00 wib sehingga 

menyebabkan hasil kerja yang kerja nya lambat terselesaikan 

dibadingkan dengan pekerja yang datang tepat waktu. 

2. Dalam waktu bekerja para pekerja ada yang sering berhenti atau 

istirahat, biasa nya sampai 3-4 kali istirahat dalam sehari hingga 

waktu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. 

3. Mayoritas para pekerja memiliki tenaga kerja dan kecepatan 

melakukan pekkerjaan itu berbeda, ada yang lebih cepat 

menyelesaikan pekerjaan ada yang lebih lambat. 

 Hal ini menyebabkan majikan atau pemilik mebel tidak 

menyamakan upah dari masing-masing pekerja,Oleh karena itulah 

faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah antara sesama pekerja 

mebel di Desa Gunung Bantan, pada dasarnya sesuai dengan sistem 

pengupahan atau bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan 

pekerjaan (mua‟jir), karena terkadang ada pekerja yang tidak bisa 

menyelesaikan pekerjaan sendiri kalau lagi banyak pesanan dari 

konsumen sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk 

membantu menyelesaikan pekerjaannya. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah  Pekerja Usaha di 

Mebel Desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma. 

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang 

pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak 

melanggar kentuan-kentuan syara yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh 

merugikan diri sendiri dan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling 

tolong melong antar sesama. Islam juga sudah mengatur segala macam baik 

mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan agar terjadi 

keseimbangan antara kedua belah pihak. 

 Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan 

sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia 

adalah pengupahan yang melibatkan pekerja dan majikan.  

 Dalam hukum islam ijarah seperti ini dibolehkan apabila jenis pekerjaanya 

jelas. Pihak- pihak yang terlibat dalam ijarah yaitu mu‟ajir yakni orang yang 

memberi upah atau disebut dengan majikan. Sedangkan muta‟jir yakni orang 

yang menerima upah karena telah melakukan pekerjaan atau bisa disebut 

pekerja. 

 Dalam fiqih muamalah ijarah (upah) dapat terbagi menjadi dua jenis: 

pertama adanya saling kerelaan antara dua belah pihak dalam bertransaksi, 

kedua upah harus sepadaan baik jenis maupun kondisi pekerjaannya 

sedangkan upah yang setara atau sepadaan untuk suatu jenis pekerjaan yang 

memiliki nilai setara atau sama, tidak diperbolehkan membedakan upah 
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berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa menindas 

dari pihak manapun, setiap pekerja memperoleh bagian yang sah dari hasil 

kerja tanpa adanya ketidakadilan dalam pemberian. Sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah swt. 

 

                   

        

 Artinya : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang saleh,maka Allah akan memberikan kepada mereka 

dengan sempurna pahala amalan –amalan mereka dan Allah tidak 

menyukai orang-orang yang zalim.(QS.Ali Imran 57) 

  Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada para 

pekerja mebel harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan 

sesuai dengan ketentuan awal yang telah mereka sepakati.  

  Upah atau gaji harus dibayarkan sesuai sebagai mana yang 

disyaratkan Allah dalam Al- Quran surah ali Imran ayat 57  bahwah setiap 

pekerjaan orang kerja keras harus dihargai dan diiberi upah atau gaji, tidak 

memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak 

disukai Allah.Dapat dijelaskan bahwa pengupahan yang dilakukan 

dimasyarakatan gunung bantan harus sesuai dengan hukum islam dan 

setiap muamalahnya hukumnya mubah,dalam artian jika mu‟jir 

memberikan upah antar sesama pekerja usaha mebel dilihat dari faktor 

kerjanya, ada yang sering datang terlambat,ada juga yang pulang cepat 

karena ada urusan lain dan bisa dilihat juga dengan hasil kerjanya ada yang 
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lebih banyak dan lebih bagus. Oleh karena itu pembayaran harus jelas dan 

sepadaan seperti apa yag dikerjakan agar tidak merugikan salah satu pihak. 

  Perbedaan upah antar sesama pekerja usaha mebel sudah berlaku 

sejak lama karena semua dilihat dari tenaga kerja dan hasil kerjanya, 

kebiasaan seperti dapat dipakai dilingkungan masyarakat selama tidak 

bertentangan dengan hukum islam dan tidak menimbulkan kemudoratan 

bagi kalangan masyarakat terutama para pekerja. Pemahaman kaidah ini 

mengajarkan bahwa manusia harus dijauhakan dari idharar (tidak 

menyakiti) orang lain mapun diri sendiri. Jadi selama dalam penetapan 

upah yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di usaha mebel Desa 

Gunung Bantan mempertimbangkan hasil kerja para pekerja, maka hal 

tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan. Yang akan menimbulkan 

kemudharatan apabila memberi upah tidak mempertimbangkan hasil kerja 

hanya melihat sebelah mata atau bisa jadi karena masih kerabat maka hal 

tersebut pasti akan membawa kemudharatan yang dilarang dalam hukum 

islam. Sebagimana dijelaskan dalam hukum Al-Quran tidak ada perbedaan 

antara sesame manusia yang membedakan hanyalah keimanan dan 

ketaqwaannya. 
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                            

               

 

Artinya: barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya 

akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97) 

 

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding 

dengan kegiatan -kegiatan yang dilkakukan atau yang telah dikeluarkan, 

seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang 

wajar. 

Sistem upah yang telah dijelaskan dalam fiqih muamalah 

bahwasanya tidak diperbolehkannya adanya unsur penindasan dan prinsip 

keadilan harus dijalankan sesuai dengan ajaran hukum islam untuk 

mengetahui bagaimana tinjuan hukum islam terhadap praktik pembayaran 

ijarah usaha mebel dibawah ini penulis uraikan: 

1. Rukun 

Praktik pembayaran ijarah (upah) usaha mebel sudah memenuhi 

rukun ijarah yang menerangkan adanya yang berakad (Aqid) yaitu mu‟jir 

(orang memberi upah) dan musta‟jir (orang yang menerima upah) adanya 

sighat akad yaitu berupa ijab dan qobul, adanya manfaat rukun ijarah 

merupakan pokok yang tidak boleh ditinggalkan agar dibenarkan oleh 

hukum syara. 
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2. Dari syarat  

Dari segi syarat ada yang sudah memenuhi syarat ijarah 

Yaitu untuk syarat terjadinya akad sudah terpenuhi sesuai dengan hukum 

islam yaitu aqid yang berakal dan mumayyiz dan untuk akad ijarah yang 

tidak sah apabila pelakunya gila atau masih dibawah umur. Dalam 

konsep ijarah (upah)  memiliki syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh 

musta‟jir dan mu‟jir yaitu: kedua belah pihak yang berakad menyatakan 

kerelaan melakukan akad ijarah apabila salah seseorang terpaksa 

melakukan akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah swt. 

                         

                     

      

Artinya:  Hai orang –orang yang beriman, janganlah kmu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara 

kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya 

Allah maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa 29). 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa gunung 

bantan bahwasanya alasan para pekerja karyawan mebel bekerja dimebel 

karena tuntutan ekonomi yang membuat mereka mencari kerja sampingan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun dengan upah yang 

mereka dapat berbeda. Mengenai upah sejak awal, mereka sudah tau 

adanya perbedaan karena semua tergantung dengan hasil pekerjaan dan 
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tenaga kerja nya. Jadi jika akad akan batal jika terjadi paksaan dari 

majikan kepada pihak pekerjanya keberatan, tetapi selama tuntutan 

ekonomi menjadi penyebab keterpaksaan dalam bekerja maka akadnya 

tetap sah. 

 Sedangkan   mengenai waktu pembayaran upah yang telah peneliti 

lakukan didesa gunung bantan mengenai praktek ijarah usaha mebel yaitu 

sudah sesuai dengan hukum islam seperti yang jelaskan dalam hadis  

rasulullah saw, yaitu: 

فَّ عَرَقهُُ  رَ أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ   عَ نْ عَبْدِالِله بْنِ عُمَرَ قاَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطوُالَْْجِي ْ

Artinya: ibnu umar berkata R.A, Rasulullah saw. Bersabda” berikanlah 

kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. ( HR Ibnu Majah) 

 

 Hadist diataskan menjelaskan dalam akad ijarah bahwasanya dalam 

mempekerjakan seseorang atau menggunakan jasa seseorang harus segera 

mungkin dibayar upahnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran 

upah seseorang. Sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa 

sistem pembayaran upah usaha mebel bapak akbar didesa gunung bantan 

sudah sesuai dengan konsep ijarah, yaitu pemilik mebel memberikan upah 

kepada pekerja setelah selesai pekerjaan yang dilakukan. 

 Jadi hasil penelitian di usaha mebel Ade akbar didesa gunung bantan 

menggambarkan bahwa Praktik pembayaran ijarah di usaha mebel Ade 

akbar didesa gunung bantan sudah sesuai dengan hukum islam jika mu‟jir 

memberikan upah para pekerja mempertimngkan kualitas kerjanya. 
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 dan dilihat dari faktor-faktor tersebut maka hukumnya perbedaan upah 

antar pekerja dibolehkan, sedangkan untuk sistem pembayaran upah juga 

sudah sesuai dengan hukum Islam dibayar setelah masa bekerja selesai. 

Sedangkan pada akad ijarah tetap sah, apabila ada unsur keterpaksaan 

yang dirasakan oleh pekrja berdasarkan faktor ekonomi yang tidak bisa 

dihindari namun akadnya juga bisa batal apabila ada paksaan dari majikan 

dalam porsi pekerjaan diluar kewajibannya sebagai pekerja/ karyawan 

mebel. Seharusnya sistem pembayaran upah usaha mebel ade akbar didesa 

gunung bantan seharusnya setiap pekerja harus mendapatkan upah yang 

sama rata agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan agar menghindari 

kemudharatan,karena tidak ada perbedaan antar sesama manusia dimata 

Allah semua sama dimatanya ,tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya 

terletak pada kualitas pengabdian dan ketaqwaan kepada sang maha kuasa 

yaitu Allah Swt. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukun 

Islam terhadap praktek pembayaran ijarah usaha mebel di Gunung Bantan 

kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma. 

1. Sistem praktik pembayaran ijarah usaha mebel di Desa Gunung bantan ini 

dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal bulan, dimana 

dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja mendapatkan 

upah yang  berbeda-beda . Dalam sistem pembayaran upah yang berbeda 

ini sudah terjadi sejak lama dimana Perbedaan itu terjadi karena pemilik 

mebel melihat dari kualitas dan kuantitas  kinerja dan  hasil pekerjaan dari 

masing-masing pekerja. 

2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembayaran ijarah usaha 

mebel studi di Desa Gunung Bantan kecamatan semidang Alas maras 

Kabupaten seluma, sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam 

pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda dan telah 

memenuhi rukun dan syarat ijarah.  Dan mu‟jir memberikan upah sesuai 

dengan kualitas tenaga kerjanya. Hukum perbedaan pembayaran ijarah ini 

menjadi mubah karena para pekerja tidak mempermasalahkan jika upah 

mereka berbeda, karena perbedaan upah terjadi dilihat dari kualitas dan 

kuantitas pekerjaan dan tenaga kerjanya. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan pada pemilik usaha mabel 

Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. 

1. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan hasil  ijarah (upah) 

antara pekerja satu dan pekerja dua dimana semestinya tidak boleh ada 

perbedaan ijarah (upah)  antar karyawan karena bisa menimbulkan selisih 

paham antar karyawan. 

2. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak hendaknya mu‟jir  (pemberi 

upah) mengawasi kerja para musta‟jir (yang menerima upah) dan 

hendaknya sebelum bekerja dibuat perjanjian tertulis yang menerangkan 

aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan 
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